
 

 

BAB V 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Pada bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan magang yang penulis 

laksanakan pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera 

Barat. Magang dilaksanakan tentang mekanisme pengelolaan anggaran perjalanan 

dinas pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat. 

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Perjalanan dinas adalah suatu kegiatan yang dilakukan didalam negeri, luar 

negeri, didalam daerah dan diluar daerah. Untuk pembahasan tentang suatu 

kepentingan yang berhubungan pada dinas. Pejabat yang akan 

melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan 

persetujuan atasan. 

2. Pengelolaan anggaran perjalanan dinas disusun pada tingkatan perjalanan 

dinas dan tarif yang akan dibiayakan sesuai pada golongan atau jabatan, 

untuk biaya yang ditanggungkan pada dinas adalah :  

a. Uang harian 

b. Uang penginapan 

c. Uang transportasi  

d. Uang representasi sesuai pada tingkat lokasi perjalanan dinas 

3. Mekanisme pengelolaan penganggaran perjalanan dinas pada dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat, telah 



 

 

ditentukan oleh peraturan Gubernur Sumbar tentang perjalanan dinas tahun 

2018. Untuk pengelolaan anggaran pada dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat hanya mengikuti peraturan 

Gubernur Sumbar pada tahun 2018 karena diperaturan perjalanan dinas 

telah secara rinci ditetapkan dan ditarifkan. 

4. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Provinsi Sumatra Barat sebelum biaya perjalanan dinas 

disetorkan bendahara rutin menyiapkan sebagai berikut: 

a. Surat Perintah Tugas (SPT) 

b. Kwitansi 

c. Laporan Perjalanan Dinas 

d. Nota Dinas 

e. Rincian Hitungan Biaya Perjalanan Dinas 

f. Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas 

5. Mekanisme pengelolaan anggaran perjalanan dinas pada dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat sudah mengikuti 

aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan Gubernur Sumatera Barat 

nomor 19 tahun 2018. 

 


